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PPPK Jadi Penuh Waktu Di 2027

nomisi X Harap Pelayanan
Publik Makin Profesional

Senayan menyambut baik keputusan Pemerintah
meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Ketja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK
penuh waktu bagi berbagai profesi mulai Januari 2027,

ANGCOTA Komisi X DPR Reni
Astuti menila, keputusan tersebut
menjaci kabar baik bagi paratenaga
PPPK paruh waktu yang selama
ini menantikan kejelasan status
dan peningkatan kesejaliteraan
atas pengabiedian mereka selama
ini. *Jadi keputusan Pemerintah ini
menjawab harapan banyak pihak,”
kata Reni di Jakarta, Minggu (&
11/2026).

Sebelumnya, berdasarkan ke
putusan yang disampaikan Pe
merintah bersama DPR paca Jumat
(061112026}, peningkatan stars
PPPK parub wakiu menjadi PPPK
penuh waktu akan dilaksanakan
secara bertahap mulai 1 Januari
2027,

Menteri Sekretaris Negara
[Mensesneg) Prasetyo Hadi me
nyampaikan. setelah beberapa

kali melakukan perhitungan, maka
hari ini diputuskan PPPK pa
ruh waktu akan diangkat menja
di PPPK penuh waktu. Kepu
tusan ini termasuk lintas profesi,
seperti dosen. damkar. Satpol
PP, tenaga kesehatan atau tenaga
medis, tenaga teknis. tenaga pela
yanan atau tenaga pelaksana lain,

“Para PPPK paruh waktu vang
nantinya diangkat menjadi penuh
wakeu juga berkesempatan untuk
mengikuti seleksi Calan Pega
wal Negeri Sipil (CPNS)," ujar
Prasetyodi Gedung DPR. Senavan,
Jakarta, Jumat (6:11/2026)

Reni melanjutkan, kebijakan
peningkatan status PPPK paruh
waktu tidak hanya dilihat dari
slsi tenaga guru. tetapi juga mesti
memberikan perhatian kepada
tenapa kependidikan serta tenaga

tekiiis lainnya yang selama ini
turut menopang pelayanan publik.
Ada operator sekolah, tenaga ad
ministrasi sekolah, tenaga teknis
i sektor kesehatan, sera berbagai
tenaga pelaksana lainnya yang
Juga merniliki konibusi penting,

“Mereka sermua perlu menda
patkan perhatian dan rasa keadilan
sesual dengan ketentuan serta
mekanisme yang berlaku.” tegas
politisi PRS ini.

Reni berharap. perluasan ke
bijakan lintas profesi tersebut
dapat menjadi momentum untuk
menyelesaikan persoalan status
kepegawaian secara lebih menye
lurub dan berkeadilan. Karena
itu, keputusan tersebut segera
ditindaklanjuti melalui regulasi
dan mekanisme pelaksanaan yang
jelas.

Sehingga, para pepawai yang
mastk dalam cakupan kebijakan
dapat memperoleh kepastian tanpa
harus menunggu terlalu lama.

Dia mendorong adanya koor
dinasi antara Pemerintah Pusat

(Pempus) dan Pemerimah Daerah
{Pemda), terutama dalam penda
taan, pemetaan kebutthan tenapa
dankesiapan anggaran. Tujuannya
agar pelaksanaan kebijakan ity
berjalan efektf dan tidak menim
bulkan persoalan bar,
Menurutnya, kepastian status
kepegawaian akan memberikan
semangat dan motivasi bagi para
tenapa pelayanan publik untuk
ters bekerja secara profesional
dan.memherikan pelavanan ter.
haik kepada masyarakat, Apalagi
kebijakan ini adalah harapan ba
nyak masyarakat yang selama ini
memperjuangkan kepastian status
dlan masa depan pekerjaannya.
“Mari kit kawal bersama agar
keputusan baik ini benar-benar
terealisasi. tepat sasaran, dan
memberikan manfaat bagi selurub
tenaga yang berhak,” harap legis
lator asal Jawa Timur (Jatim} ini.
la menegaskan, perjuangan
menghadirkan keadilan bagi para
tenaga yang telah mengabidi sela
ma bertabun-tahun harus terus

dikawal melalui sinergi antara
Pemerintah, DPR, Pemda. dan
miasyarakat. “Langkah ini menjadi
awal penvelesaian berbagai per
soalan kepegawaian yang selama
ini dihadapi para tenaga PPPK
paruh waktu,” harap dia.

Anggota Komisi 11 DPR
Muhammad Khozin menambah
kan, kesepakatan pengalihanstatus
PPPK paruh waktu menjadi PPPK
penuh waktu merupakan langkah
penting dalam memberikan ke
pastian bagi para pegawai yang
selama ini berkontribusi penuh
dalam penyelenggaraan pelayanan
publik di berbagai daerah. Karena
itu. kenaikan status menjadi PPPK
penubh waktu tidak boleh dipan
dang sebatas perubahian adminis
trasi di atas kertas.

Pemda dan instansi terkait,
kata Khozin, dituntut untuk
memastikan perubahan status
ini berbanding lurus dengan
peningkatan profesionalisme,
disiplin, dan produktivitas kerja
aparatur. m TIF
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